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BUPATI KARO
PROVINSi SUMATERA

PtrRATURAN BUPATI XIINO /
NOMOR 2T TAHUN 2019 Tr'

TENTANG /

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
/.

KABUPATEN KARO TAHUN 2A2A {

DtrNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
,O

BUPATI KARO, r',

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)

undang-undang Nomor 25 Tahun 2oo4 tentang sistem
Perencanaan Pernbangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana teiah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang
Perribahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4
tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 103 Peraturan
Menteii Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaiuasi Pernbangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta
Tata Cira penbahan Rencana Pembangunan Jangka Fanjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintakr Daerah dan Peraturan Menteri
Dal.am Negeri Nomor 22 tahun 2018 tentang Penyusuman

Rencana kerja pemerintah Daerah Tahun 2A20, perlul

menetapkan Peraturan Bupati tentang RencEna Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 202A;

Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Propinsi sumatera utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor

10921; /
undang-unclang Nomor L7 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan , l*mbaran Negara Republik
indonesia, Nomor 4286\; '
undang-Undang Nomor 25 Tahun 2oa4 tentang sistem
Perencanaan Pernbangunarr Nasional (Lembaran Negara

Republik Inclonesia Tahun 2AA4 Nomor LA4, Tamlahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); /
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4. undang-und,ang Nomor 3s rahun 2aa4 tentang
Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2a04 Nomor l2G, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aaJB); /

5' undang-undang Nomor 12 Tahun z0l1 pembentukan
Peraturan Perundang-urndangan (Lembaran Negara
Republik trndonesia Tahun 201,L Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SZ34); ,,

5. undang-undang Nomor 23 Tahun 2oL4 tentang pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2or4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 20is
tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 23
Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar.an
Negara Republik Indonesia Tahun e}l$ Nomor Sg,
Tambahan Lembaran Negara Republik Ind.onesia Nomor
5679); /

7. Peraturan Femerintah Nomor zo rahun zaa4 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2ao4 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 44OS); /,

8, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun zaa7 tentang
Pembagian urusan Pemerintahan antara Femerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Repubtik Incronesia
Tahun 2OAT Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor aTST); .t

9. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2009 tentang
Tahapan, Tata Cara penyusunan, pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
aStT); ,/

10, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun zArc Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor SBBT); ./

i1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2ort
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Daiam
Negeri Nomor 13 Tahun zaao tentang Pedoman pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia ^ki_

rz, #ffi,i1'irHf:r'3l?j;'N"g.,i Nornor B0 rahun 201s'\
tentang Pembentukan Froduk Hukun"l Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn
Negeri Nomor 120 Tahun 2Arc tentang perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20ls
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Bprita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor IST); ,/

I3. Peraturandryv
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13, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun zar7
tentang Tata cara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Keq'a Pemerintah Daerah (Berita Negara Repuibtik Indonesia
Tahun 2Ol7 Nomor 1312); /
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2019 (Berita Negara Republik indonesia
Tahun 2AL8 Nomor 550); ,z

Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun ZOLT
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 (Leapbaran Daerah
Kabupaten Karo Tahun zAfi Nomor 01); /

MtrMUTU516q5. y',,

PBRATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PtrMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2A2A. ",/

14,

15.

Ivlenetapkan

BAB I .,.
KETENTUAN UMUM /

Pasal L y

Dalam Peraturan Bupati ini, yang djmaksud dengan :

1.. Daerah adalah Kabupaten Kar<1./
2" Femerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur pen3relenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pernerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom. /

3. Bupati adalah Bupati Karo. /
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalarn

penyelenggaraan urusan pemerinlahan yang menjadi kewenangan daerah. /
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat dengan

Eappeda adalah Badan Perencanaan Pembagunan Kabupaten Karo. /
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)
tahun. /

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun,
yaitu tahun 2O2O yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2A2A dan berakhir
pada tanggal 31 Desember 2020. "/

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) taLtun. /

9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pernerintahan yang mery'adi kewenangan Daerallr. z
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BAB II /
PENYUSUNAN RBNCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH 

/
Fasal 2 /

(1) RKPD tahun 2a2O merupakan penjabaran clari RpJMD Tahun 20 L6-2a21,yang memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rencana kerangkaekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaranpembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, baikyang dilaksanakan langsung oleh pem erint$ daerah maupun ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyirakat. r'

(2) RKPD bertujuan untuk mewujuclkr., p*r*ncanaan pembangunan daerah
Iang sinergls antara perencanaan pembangunan nasional, 

"provinsi, 
clankabupatenlkota serta dengan provinsi yang 6erbatas ui, /

(3) RKPD sebagaimana dimakiud pada *y*t 1{ harr-rs selaras dengan dokurnenperencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tirr[kat provinsiserta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaarr di kabupaten
sehingga terjacli sinergitas perencanaan pemb*rrg.rrun nasional, provinsi,
dan kabupaten. 1

(4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :

a" pedoman untuk penyempurnyn rancangan Renja PD Kabupaten Karo
Tahun Anggaran 2O2A; dan (

b' landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta prioritas dan
Plafon Anggaran $ementara dalam rangka -penyusunan 

Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer:ah Tahun Anggaran zaza. i

1'
Pasatr 3

Dalam rangka penyempurnaan rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud
calam Pasal 2 ayat (4) huruf a, pD ***ggurrakan RKPD untuk : 1
e". menyelaraskan sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Karo dengan

rencana program dan kegiatan pryritas PD dalam mencapai target kinerja
sesuai tugas dan fungsinya; dan

b' penetapan Renja PD Tahun Anggaran 2o2a oleh Kepala pD. /

Pasal 4 "/

Dalam rangka penetapan Renja PD Tahu n 2A2A sebagaimana dimaksud dalar-n
Pasal 3 huruf b, rdllakukan verifikasi Rancangan Renja pD Tahun ZAZA,
sebagai berikut :

a. Kepala PD ,menyampaikan rancangan Renja pD Tahun za2o kepacla
Bappeda; /

b. tsappeda melakukan verifikasi terhaclap Rancangan Renja PD Tahum ZAZA,
untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegir.i*.n pD tahun ZAZ0
dengan prograrn dan kegigtan pembangunan daerah y*rg ditetapkan daiarn
RKPD Tahun 2020; dan /

c. I3appeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renja pD yang tetra]:
diverifikasi, untuk diajukan kepada nupati Karo dalam iangka memperoleh
pengesahan melalui Keputusan Bupati. ,,''

Pasai 5 '/

Pengesahan Renja PD oleh Bupati dilakukan dengan tahapa
a. pengesahan rancangan akhir Renja pD Tahun 202A

Bupati paling lama 14 (empat belas) L7ari, setelah peratu
RKPD Tahun 2020 ditetapkan; dan 1
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1r' penetapan Rery'a PD Tahun Zoza oleh Kepala pD ryaling iarna 14 (empat
belas) hari, setelah Renja pD disahkan oleh bupati. 7

Pasal 6 /
Kaidah-kaidah pelaksanaan RKpD adarah sebagai berikut -. t'
a. pengendaiian terhadap kebijakan perencanaarr pembangurian daerahr

rnencakup perurnusan kebijakan Renja PD dan kebijlkan nXpn KabupatenKaro; t

b' Kepala PD melakukan pengendalian dan evaiuasi terhadap kebr3*akan
penyusunan Renja PD; r'

c. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis pelaksanaan rencana kerja
dari masing-masing PD; /'

cl. Kepala PD wajib memperbaikird.an menyempurnakan rencana kerja pD bila
belum sesuai dengan RKpD;

e. dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah berupa pelaksanaan
program dan kegiatan atas sumber d,ana yang telah ditentukan
penggunaannya oleh pemerintah dan/atau perubahan kebijakan
pemerintah daerah terkait usulan masyarakat yang bersifat mendesatr<
untuk dilaksanakan maupun rnasukan DPRD berupa hasil re$es yang
muncul dalam pembahasan dengan DPRD maka RKPD Tahun 2020 dapai
dilakukan penyesuaian sesuai d,engan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berLaku; 1

f. kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalarn
RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan
pembahasan anggaran bersama DpRD; ...".'

g. target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah
sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DpRD; //'

h' penyesuaian RKPD Tahun 2A20 sebagaimana dimaksud pacta huruf e,
ditetapkan Kepala tsappeda setelah dilaporkan dan mendapat persetujuan
Bupati; dan /''

i. RKPD Tahun 2A2A seLragai pedoman penyusunan Kebijakan Umurn .A,FBD
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahr.ln 2O2A serta bahan
arahan penyusunan RKA PD Tahun Anggaran 2aZ0 dalam rangka
mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.,/'

BAB IIi 1
PENGENDALIAN DAN EVALUASI "/.

Pasal 7 '/

Bappeda melaku.kan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKFD
sesuai ketentuan perundang-undangan. ./'

BAB IV r'

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH ".
Pasal B /'

(1) RKPD Tahun 2A2A dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan
perkembangan dalam tahun berjalan, seperti: "'
a. perkembangan yang tidak slsuai dengan asumsi kerangka ekonomi */

daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, ffi/
rencana program dan kegiatan prioritas daerah; I 1 \

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran tebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau /

c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan A
dalam peraturan perund,ang-undangan. ./' 

X
(2) Perubahan + -,Y



tzt

(3)

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan denganPeraturan Bupati. / 
I ----- --J --- \+r' t^^vvl.^urls

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasanpenyusunan perubahan KUA dan perubahan- ppAS, Renja pD danPerubahan APBD Kabupaten Tahun ZAZA. /
BABV /

KETENTUAN LAIN-LAIN 
/

Pasal 9 /

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja pemerintah Daerahsebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari peraturan Bupati ini.'/

BAB Vi /
KETENTUAN PENUTUP (

Pasal 10 /
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggat diundangkan. {

fs"t setiap orang rnengetahuinya, mernerintahkan pengundangan peraturan
tsupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Iiabupaten Karo. ,,-

Ditetapkan di Kabaryahe
pada tanggal ok- auer 2Alg /.

(

ix,
Diundangkan di Kabanjahe /
pada tanggal ot (u I r 2019 1

SEKRETARIS DAEMH KABUPATEN KARO,

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2OL9 NOMOR 21_
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